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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang 

dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah Polres Lombok Barat bahwa 

Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi 

dilaksanakan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Adapun 

pendekatan menggunakan pendekatan penal yaitu menggunkan upaya 

hukum yakni pelaku tindak pidana narkotika harus diproses hukum 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana 

narkotika akan diadili dalam lingkungan peradila umum penjatuhan saksi 

disiplin akan dilaksanakan dalam sidang kode etik. Pemeriksaan disiplin 

polri akan di tanggani oleh Kabid Propam sub bidang Provos, selajutnya 

penjatuhan sanksi dilaksanakan oleh Ankum yang berwenang. Selama 

proses penyidika anggota Polri tersebut diberhentikan dari jabatan dinas 

untuk sementara. Anggota Polri tersebut ditempatkan dalam ruang tahanan 

khusus bagi anggota Polri. Penuntutan terdakwa anggota polri dilakukan 

oleh Penuntut umum. Pembinaan narapidana anggota Polri dilakukan di 

lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pendekatan non penal yang bersifat 

pencegahan adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat 

dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkotika dan dampak 

dari penyalah gunaan narkotika. 
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2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah 

hukum Polres Lombok Barat adalah sebagai berikut: (1) Faktor penegak 

hukum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi 

yang melakukan pelanggaran. Serta adanya rasa solidaritas atara sesama 

anggota Polri, (2) Faktor sarana atau fasilitas terkait masalah masalah 

sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan 

anggaran. ( 3 )  Faktor masyarakat serta kurang perdulinya masyarakat 

untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit 

memberantas tindak pidana narkotika.  

B. Saran 

1. Diharapkan dengan adanya pengaturan pengaturan hukum tindak pidana 

narkotika, baik masyarakat terutama bagi oknum polisi yang terlibat 

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika harus segera memproses 

pelaku tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan 

vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap 

pelaku. 

2. Diharapkan dengan adanya peran Polres Lombok Barat dalam 

menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika dapat 

meminalisir penyalahgunaan narkotika oleh oknum polisi terutama di 

lingkungan Polres Lombok Barat. 

3. Memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan oknum Polri yang 

melakukan penyalahgunaan narkotika, karena selain merusak nama baik 
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diri sendiri mereka, juga merusak nama baik Institusi Kepolisian, yang 

seharusnya sebagai pengayom dan pelindung malah menjadi pelaku 

tindak pidana. 

4. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang 

dilakukan       polisi harus segera memproses pelaku tindak pidana sampai 

ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan 

pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku.  
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